
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO 

 
  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR  7    TAHUN 2006 
 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN  2006 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SITUBONDO, 
 

Menimbang :     bahwa  dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah 

Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak tercapainya 

target penerimaan daerah yang ditetapkan atau terjadi kebutuhan yang 

mendesak, maka Arah  dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan 

Prioritas APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah 

Kabupaten Situbondo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Situbondo, perlu dilaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah ;  
                                     
Mengingat :   1. Undang - undang   Nomor   12  Tahun  1950   tentang   Pembentukan 

Daerah- daerah  Kabupaten  dalam   lingkungan   Propinsi  Jawa  Timur  

( Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 41  ) ;     

2.  Undang – undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang Pajak Bumi   dan  

Bangunan ( Lembaran   Negara   Tahun   1985  Nomor  68, Tambahan 

Lembaran Negara  Nomor  3312 )  sebagaimana telah  diubah  dengan 

Undang – undang  Nomor  12  Tahun 1994   ( Lembaran Negara Tahun 

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ; 
  
3. Undang – undang  Nomor  18  Tahun  1997  Tentang  Pajak Daerah  dan  

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 

18 Tahun 1997 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4048 ) ; 

4. Undang – undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2000 ( Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988 ) ; 
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5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme           

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 

6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara        

( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4286 ) ; 

8. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara            

( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4355 ) ; 

9. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; 

10. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  ( Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4400 ) ; 

11. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional  ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 206, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ; 

12. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah                 

( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437 ) ; 

13. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4438 ) ; 

14. Peraturan   Pemerintah    Nomor   28  Tahun  1972 tentang Perubahan  

Nama   dan   Pemindahan   Tempat  Kedudukan   Pemerintah   Daerah  

Kabupaten Panarukan ( Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38 ) ;    

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4027 ) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah ( Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4028 ) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah           

(  Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran           

Negara Nomor 4138 ) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah     

( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4139 ) ; 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540 ) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513 ) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman  Daerah  

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor  4576 ) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4575 )   ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ; 

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 

tentang  Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 158  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4587 ); 

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 459); 

26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 11) 

; 

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang  

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan 

Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2003 tentang 

Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Seri A Nomor 01) ; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01 ) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 ( Lembaran 

Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 6 ) : 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor  1 Tahun 2006 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A  Nomor 1) ; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang 

Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 1 ) ; 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan Dana Cadangan ( Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo, Seri E Nomor 2 ) ; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

Anggaran 2006 ; 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO 

Dan 

BUPATI  SITUBONDO 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan      : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  

2006. 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006  semula berjumlah                

Rp. 420.450.050.756,60 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 13.461.419.363,15 sehingga 

menjadi Rp. 433.911.470.119,75 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan       

a. Semula    Rp.   420.510.189.458,61 

b. Bertambah/(Berkurang)  Rp.     13.138.120.407,22 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan   Rp.         433.648.309.865,83 

 

 

2. Belanja       

a. Semula    Rp.    420.450.050.756,60 

b. Bertambah/(Berkurang)  Rp.  13.461.419.363,15 

Jumlah Belanja setelah Perubahan    Rp.         433.911.470.119,75 
 
 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan   Rp.             (263.160.253,92) 

 

 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan      

1) Semula    Rp.   17.270.164.270,00 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.   34.652.420.122,73  

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  Rp.         51.922.584.392,73 
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b. Pengeluaran      

1) Semula    Rp.  17.330.302.972,01 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.  34.329.121.166,80 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp.       51.659.424.138,81 
 
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan  Rp.            263.160.253,92 

 

Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 

1. Lampiran I  Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

2. Lampiran II  Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3.   Lampiran III          Daftar  Rekapitulasi  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat 

Daerah; 

4.   Lampiran IV  Daftar Piutang Daerah; 

5.   Lampiran V  Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah; 

6.  Lampiran VI  Daftar Dana Cadangan; 

7.  Lampiran VII  Daftar Utang atau Pinjaman Daerah ; 

8.  Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu. 

 

Pasal 3 

 

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 4 

 

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

    Pasal 5 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

 

 

       Ditetapkan di Situbondo 

          pada tanggal 20 Nopember 2006  

 

           BUPATI SITUBONDO, 

 ttd 

 

         dr. H.  I S M U N A R S O  
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Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal   21 Nopember 2006     

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

                     SITUBONDO, 

      

 ttd 

 

Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si 

              Pembina Tingkat I 

              NIP.  010 104 956 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI A, NOMOR 

Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur 

Tanggal  : 10 Nopember 2006 

Nomor : 903/14401/043/2006 

 

 

 

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Situbondo 

Tanggal : 20 Nopember 2006 

Nomor  : 17 Tahun 2006    

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


